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P4D Bantu

egah Korupsi

B Dorong Pemerintah Daerah Libatkan Tim

PONTIANAK, TRIBUN .
Kepala Kejaksaan Tinggi
(Kajati) Kalbar Warih Sa-
dono meminta pemerintah
daerah dan BUMN berkoor-
dinasi dengan Tim Pengawal
dan Pengaman Pemerintah
dan Pembangunan Daerah
(TP4D) untuk mencegah pe-
nyimpangan anggaran da-
lam proyek pembangunan.
“Tujuan dibentukan TP4D
Kejati Kalbar agar penyerapan
anggaran Pemda dan BUMD
atau BUMN maksimal. De-
ngan demikian, pelaksanaan
pembangunan dapat berjalan
sesuai yang direncanakan,”
ujar Kajati Kalbar saat menja-

di narasumber dalam Diskusi

peringatan Hari Anti Korupsi
Internasional 2016 di Aula

i

Tujuan dibentukan
TP4D Kejati Kalbar
agar penyerapan
anggaran Pemda
dan BUMD atau
BUMN maksimal.

Warih Sadono
Kajati Kalbar

Kejati Kalbar, Kamis (8/ 12).
Ia menuturkan, TP4D ini

bertugas meminimalisir ter-

jadinya penyimpangan dalam

penggunaan anggaran yang
mengakibatkan kerugian ke-
uangan negara atau daerah.
Warih menjelaskan, TP4D
Kejati Kalbar bertugas mem-
berikan penerangan hukum
di lingkungan instansi peme-
rintah, BUMD/BUMN dan pi-
hak lain terkait perencanaan,
pelelangan, pelaksanaan pe-
kerjaan, pengawasan pelak-
sanaan pekerjaan, perizinan,
pengadaan barang serta tertib
administrasi dalam pengelo-
laan keuangan negara.
“TP4D juga memberikan
pendampingan hukum ter-
hadap program pemerintah,
membahas hukum dari sisi
penerapan regulasi, pendapat
hukum dalam tahapan peren-
canaan, pelelangan, pelaksa-

naan, melakukan koordinasi
dengan Aparat Pengawas In-
tern Pemerintah (APIP) untuk
mencegah terjadinya tindak pi-
dana korupsi. Selain itu, juga
melaksanakan penegakan hu-
kum repsesif,” jelas Warih.
Kajati menuturkan, saat
ini TP4D Kejati Kalbar mem-
berikan pendampingan ter-
hadap proyek pembangunan
gedung 7 in 1 Untan dengan
nilai kontrak Rp 90 miliar.
Ada pula proyek jalan na-
sional VII yakni pelebaran
jalan batas Sarawak-Enti-
kong, J1 Simpang Tan-
jung-Aruk II dan J1 Nanga
Badau-Landak dengan nilai
kontrak Rp 1,07 triliun.
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Sub Bagian Humas dan TU
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



TRIBUN PONTIANAK

[Jan | Feb | Mar [ Apr [ Mei [Jun [ Jul | Agust [ Sept | Okt | Nop [(Des) 0 le] [Hal:IS]

7
S

1]

2] 3[4]s5[6][7]8 |(]10|11[12\13[14\15|16\17\18|19PO]21|22\2W

TP4D Bantu Cegah Korupsi

Selain itu, ada juga pem-
bangunan Gedung IAIN Pon-
tianak dengan nilai kontrak
Rp 33 miliar, proyek 35.000
Mega Watt milik PLN yakni
pendirian tapak tower Sian-
tan-Tayan dengan nilai kon-
trak Rp 150 miliar.

Kapolda Kalbar Irjen Musya-
fak yang juga menjadi nara-
sumber dalam diskusi panel
bertema Pemberantasan Ko-
rupsi dan Pencegahannya, me-
mastikan komitmen Polri da-
lam pemberantasan korupsi.

Kapolda menuturkan, ada
empat dasar hukum kewe-
nangan Polri dalam penyeli-
dikan dan ‘penyidikan tindak

pidana korupsi yakni Un-
dang-undang Nomor 8 tahun
1981 tentang KUHAP, Un-
dang-undang Nomor 2 tahun
2002 tentang Polri, Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999
Jo Undang-undang Nomor 20
tahun 2001 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi serta Perpres Nomor 55
tahun 2012 fentang Stranas
Pencegahan dan Pemberan-
tasan Korupsi Jangka Pan-

jang tahun 2012-2025.

“Ada lima hal yang disam-
paikan Presiden RI terkait tin-
dak pidana korupsi yakni ke-
bijakan atau diskresi jangan
dipidanakan atau jangan

dikriminalisasi. Tindakan
administrasi pemerintahan
agar dibedakan antara berni-
at mencuri dengan tindakan
administrasi. Karena aturan
di BPK terkait hal ini telah je-
las antara yang perlu dikem-
balikan dan yang tak perlu
dikembalikan,” paparnya.
Kerugian negara yang di-
nyatakan BPK, BPKP, atau In-
spektorat, jelas Kapolda, ma-
sih diberikan peluang 60 hari
untuk dilakukan pengembali-
an.“Namun dalam menentukan

kerugian negara harus konkret:

dan tidak mengada-ngada. Se-
lain itu, tidak diekspos ke media
secara berlebihan sebelum ada
penuntutan atau berkas P21
lanjutnya.

Irjen Musyafak memasti-
kan, dalam pemberantasan
kasus korupsi, pihaknya
lebih mengutamakan pen-

‘cegahan dan upayakan pe-

ngembalian aset negara.
“Kita menekankan penye-

tahun 2016. Perkara yang nilai
kerugian negara di bawah Rp

Sambungan Hal.9

100 juta dan telah dilakukan
pengembalian ke kas negara,
maka akan dijadikan pertim-
bangan bila mana kasus ma-
sih dalam tahap penyelidikan
diselesaikan secara restorative
justice antara penyidik dengan
JPU,” jelasnya. :

Kapolda menyatakan, pi-
haknya akan selalu berko-
ordinasi dengan kejaksaan
dalam menangani kasus tin-
dak pidana korupsi. ;

Musyafak menuturkan, pada
2016 ini, Polda Kalbar meneri-
ma 51 laporan kasus korupsi.
Saat ini, 40 perkara sudah da-
lam proses penanganan.

“Ada dua kasus tindak pida-
na korupsi yang menonjol yang
ditangani Polda Kalbar yakni
kasus penyalahgunaan dana
Bansos Pemprov Kalbar de-
ngan nilai kerugian negara Rp
20,2 miliar dengan tersangka

ZL yakni anggota DPR RI aktif
serta kasus Alkes Sanggau de-

ngan nilai kerugian negara Rp
2,7 miliar dan tersangka tiga
kata Kapolda Kalbar. (hdi)
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